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 Abstract: Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 
2024 akan diikuti dari beberapa kalangan salah 
satunya pemilih pemula. Kategori pemilih pemul 
dalam kegiatan pengabdian ini adalah seseorang 
yang telah memenuhi persyaratan umum yaitu 
identitas kependudukan (KTP). Pengetahuan tentang 
kesadaran hukum terhadap hak dan kewajiban 
pemilih pemula menjadi isu terkait pemahaman 
politik. Perlunya sosialisasi hingga penyuluhan 
hukum dalam meningkatkan pemahaman tentang 
pemilihan umum ini menjadi tanggung jawab 
bersama. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di 
SMAN 1 Palu dengan menggunakan metode 
ceramah dan tanya jawab. Tujuannya agar peserta 
kegiatan dapat memahami hak dan kewajiban 
sebagai warga negara dalam penyelenggaraan 
pemilu. Peserta juga diajak terlibat dalam partisipasi 
sebagai penentu arah kebijakan dalam 
pembangunan nasional. Hasil kegiatan ini adalah 
peserta menambah pengetahuan terkait hak dan 
kewajiban sebagai warga negara dalam 
penyelenggaraan pemilu salah satunya peran serta 
partisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban 
pemilu. 
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Pendahuluan 

Perkembangan pemikiran mengenai fungsi pemilu sebagai instrumen pendidikan 

politik, memunculkan konsep bahwa pemilu bukan hanya sebuah rutinis semata untuk 

pengisian keanggotaan legislatif dan  pengggantian kepemimpinan negara semata, tetapi 

bagaimana meningkatkan kualitas  pemilihan Presiden melalui partisipasi dan tanggung 

jawab warganegara (Arifin et al., 2023). Antusiasme partisipasi pemilih pemula berdampak 

pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan tahun 2024. Negara merupakan sebuah 

organisasi kekuasaan, sedangkan sebuah kekuasaan itu sendiri berpotensi untuk 

disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan negara (Budijanto, 2017). 

Konstitusi sebagai instrumen dalam membatasi kekuasaan yang berguna untuk menghindari 
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penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Menurut C.F Strong elemen terpenting dari 

sebuah konstitusi adalah bagaimana konstitusi dapat diarahkan untuk mengatur cara 

penggunaan kekuasaan oleh pemegang kekuasaan negara agar tidak terjadi pelanggaran 

terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) (Strong, 2018). 

Penyelenggaraan pilkada langsung yang saat ini telah bertransformasi menjadi 

Pilkada serentak. Tiga hal penting dari Pilkada serentak sebagaimana yang dikehendaki 

Undang-undang Pilkada. Pertama, menghasilkan kepemimpinan daerah yang efektif, serta 

efisien dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensial, Kedua, untuk 

mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang efisien dan efektif dan Ketiga, 

untuk membangun dan memperkuat derajat keterwakilan antara masyarakat dan kepala 

daerahnya (Mokhammad Samsul Arif, 2020).   

 Penyelenggaraan Pilkada serentak terakhir kali diselenggarakan tahun 2020 

menyisakan berbagai persoalan yang sedemikan rumit sekaligus menjadi tantangan dalam 

membangun demokrasi substansial di tingkat lokal. Berbagai permasalahan terkait 

pelaksanaan Pilkada seakan tidak ada akhirnya yakni: politik uang, kampanye hitam berupa 

produksi dan distribusi hoax, intimidasi terhadap pemilih, dan kekerasan antar pendukung 

calon, termasuk polarisasi Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa. 

Hubungan antara konstitusi dan HAM dapat dilihat dari keberadaan konstitusi yang 

merupakan instrumen penjamin bagi tegaknya HAM. Perlindungan terhadap HAM dalam 

sebuah negara sangat bergantung kepada pengakuan HAM pada rumusan ketentuan dalam 

konstitusi negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui 

keberadaan HAM dalam beberapa rumusan pasal yang salah satunya merupakan hak politik 

(Ningtyas, 2023). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (1) menegaskan Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat 

Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara 

langsung, umu, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(Amirudin & Murhaini, 2008). 

Dalam konteks demokrasi, hal ini tidak bisa dilarang sebab naluri politik setiap orang 

juga berkaitan eksistensi dan tanggung jawab akan kebaikan bersama Naluri politik selalu 

berkenanaan dengan mengutip Jeremy Bentham “the greatest happines of the greatest 

number”. Tujuan berpolitik itu seringkali dipatahkan kepentingan segelintir orang yang 

memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan sendiri. Kepentingan banyak orang (the 

greatest number) lenyap dalam praktik berpolitik. Oleh karena itu, membicarakan politik di 
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ruang publik masih relevan dan penting. Politik yang dimulai dari kontestasi politik pemilu 

harus melibatkan banyak orang yang berkepentingan dengannya. 

 

Metode 

Kegiatan pengabdian ini dihadiri kurang lebih 30 orang peserta dengan 

menggunakan metode ceramah dan metode tanya jawab dengan tujuan dapat mengetahui 

tingkat pemahaman peserta tentang hak dan kewajiban pemilih pemula dalam pemilihan 

umum (pemilu). Lokasi kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Palu. Adapun metode 

yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dengan penyampaian 

materi pokok yang bersifat teoritis, di mana materi dibawakan oleh pemateri, kemudian 

dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para siswa. Kemudian peserta dipandu untuk 

dapat aktif berpartisipasi tentang materi yang kurang dipahami. Aspek yang dinilai dari 

kegiatan pengabdian ini mencakup keterlibatan dan pemahaman siswa terkait materi yang 

dijabarkan. Bentuk partisipasi mitra adalah menerima, memahami dan mengikuti 

penyuluhan hukum dengan baik agar dapat memahami tentang hak dan kewajiban dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Pengetahuan Pemilihan Umum (Pemilu) bagi pemilih pemula masih sangat minim. 

Inilah materi awal yang diberikan pemateri dalam kegiatan pengabdian di SMA Negeri 1 

Palu. Peserta kegiatan hanya mengetahui kewajiban pada saat pemilu ada membawa 

identitas diri (KTP). Padahal, ada dasar partisipasi setiap orang yang telah dikatakan 

memenuhi persyaratan dalam pemilu. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi tepat 

sasaran dari pemerintah untuk memberikan pemahaman terkait kesadaran hukum. Bukan 

hanya memilih, tetapi pemilih pemula diharapkan mengetahui hak dan kewajiban sebagai 

warga negara dalam pesta demokrasi tersebut. Pelajar yang berusia 17 tahun ke atas, akan 

memulai partisipasi politiknya pada Pemilu mendatang. Oleh karena itu, kesadaran hukum 

atas hak dan kewajiban menjadi topik menarik untuk disampaikan dalam bentuk 

penyuluhan hukum. Keterampilan intelektual merupakan keterampilan berpikir kritis. 

Kemampuan intelektual warga negara dalam mempertimbangkan berbagai persoalan politik 

dan pemerintahan tidak lepas dari materi pendidikan politik. Kemampuan warga negara 

untuk berpikir kritis terhadap isu-isu politik berarti memahami isu tersebut, sejarahnya, 

hubungannya dengan masa kini, dan memadukannya dengan perangkat intelektual untuk 
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membentuk pertimbangan-pertimbangan yang berbeda akan sangat membantu dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut (Istikharah & Asrinaldi, 2019). 

 

Gambar 1. Tim pengabdi sedang menjelaskan definisi dan pemahaman umum tentang hak dan kewajiban 

penyelenggaraan pemilihan umum. 

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, 

presiden dan wakil presiden, serta untuk memilih anggota DPRD, yang dilakukan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Republik. Negara Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Partisipasi pemilih adalah kegiatan seseorang atau kelompok dalam bidang politik sebelum 

proses pemilihan umum. Partisipasi pemilih merupakan tindakan sukarela seseorang. 

Dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. 

Partisipasi pemilih merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pemilu. Semakin 

tinggi tingkat partisipasi pemilih maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pemilu. 

Pemilih muda dapat melakukan kegiatan partisipasi berupa sosialisasi, pendidikan politik  

pemilih, survei atau jajak pendapat masyarakat dan penghitungan suara cepat. Selain 

keempat kegiatan partisipasi tersebut, pemilih muda juga dapat berpartisipasi dalam bentuk 

partisipasi. Selain itu, pemilih muda memimpin atau berpartisipasi dalam observasi pemilu 

(Telaumbanua et al., 2022). 
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Gambar 2. Situasi penyampaian materi oleh tim pengabdi yang dihadiri siswa-siswi kelas XII IPS 3 di SMAN 1 

Palu 

Pemilihan umum merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU merupakan 

lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam 

menyelenggarakan pemilu. Dimaklumi secara mendalam, KPU sebenarnya mempunyai 

tanggung jawab moral yang lebih besar, tidak hanya dalam menyelenggarakan pemilu tetapi 

juga dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis untuk mencapai tujuan dan cita-

cita nasional, khususnya masyarakat adil dan makmur.  Partai politik sekaligus berfungsi 

sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga 

negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, sehingga menciptakan suasana solidaritas yang baik bagi semua 

pihak. kepentingan bersama. -Hadiah. masyarakat, menyerap, menghimpun, dan 

menyalurkan aspirasi politik dan sosial dalam perumusan dan perumusan kebijakan negara, 

rekrutmen politik dalam proses pengangkatan jabatan politik melalui  demokrasi. Namun 

pada kenyataannya proses demokrasi tidak berjalan dengan baik karena penyelenggara  dan 

peserta pemilu tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Persoalan penelitian ini 

adalah  peran KPU dan partai politik, menurut undang-undang, dalam mewujudkan pemilu 

yang bersih. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemilu yang bersih akan tercapai apabila 

seluruh aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu berjalan secara profesional, adil, 

dan jujur. KPU sebagai penyelenggara dan partai politik  peserta pemilu harus melaksanakan 

tugas, wewenang, dan kewajibannya secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-

undangan (Santoso, 2019). 
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Gambar 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri siswa-siswi kelas XII IPS 3 di SMAN 1 Palu. 

Pemahaman tentang kesadaran hukum ini akan dilaksanakan dengan tim pengabdi 

sebagai wujud mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka pemilih pemula akan siap dan sadar 

tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih pemula dan sebagai warga negara. Berdasarkan 

uraian latar belakang maka tim pengabdi akan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum 

kepada siswa-siswi di SMAN 1 Palu. Dengan pemahaman tentang kesadaran hukum 

terhadap hak dan kewajiban bagi pemilih pemula. 

 

Kesimpulan 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup pada 

pemahaman tentang hak dan kewajiban penyelenggaran pemilu bagi pemilih pemula di 

SMA Negeri 1 Palu. Diketahui pemahaman dasar peserta kegiatan pengabdian dalam 

memenuhi persyaratan sebagai pemilih adalah identitas diri (KTP). Kegiatan pengabdian ini 

mendeskripsikan pemahaman tentang definisi dan penjelasan tentang hak dan kewajiban 

pemilih pemula. Salah satunya berpartisipasi dalam pemilu, ikut memantau perhitungan 

suara dan menjaga ketertiban serta keamanan lingkungan sekitar dalam penyelenggaraan 

pemilu. Minimnya pemahaman terkait kegiatan pemilu dikarenakan keterbatasan sumber 

daya manusia (SDM) di sekolah. Dengan adanya kegiatan ini, maka membuka wawasan 

tentang pentingnya mengetahui hak dan kewajiban sebagai pemilih pemula. 
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